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CATATAN

Eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin
tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara
efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang
merugikan bagi wilayah pesisir;; Upaya pemanfaatan, pengembangan
dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam
pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan
terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan
masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan.
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Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya;
Ruang Lingkup; Asas, Tujuan dan Prioritas; Penetapan Batas Wialyah
Laut; Kewenangan; Perencanaan; Pemanfaatan; Perizinan; Jaminan
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